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.GUBERNUR LAMPUNG
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 2 TAHUN 2017
 

TENTANG
 

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah, dibatalkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3607 Tahun 
2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah, karena sebagia n objek pungutan yang diatur 
dalam Peraturan Daerah ini telah beralih menjadi urusan 
Pemerintah Pusat atau Pernerintah Kabupaterr/Kota; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, tersebut di atas, perlu membatalkan atas 
beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 
3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan menetapkannya 
ciengan Peraturan Daerah; 

Mengingat 1.	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2688); 

3.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 

4.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 
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6.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5679); 

10.	 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

11.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

dan 

GUBERNUR LAMPUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA 
KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nornor 350), yaitu ketentuan BAB I 
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 39 sampai dengan angka 42, Pasal 
39 sampai dengan Pasal 45 dan Lampiran II Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 
angka Romawi I dihapus, sehingga ketentuan BAB I Ketentuan 
Umum Pasall angka 39 sampai dengan angka 42, Pasal39 sampai 
dengan Pasal 45 dan Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah angka 
Romawi I selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
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1.	 Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 39 sampai dengan angka 42 
dihapus. 

2.	 Ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 dihapus. 

3.	 Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah angka Romawi I tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera, Tera 
Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, 
serta Pengujian Kuanta Barang Dalam Keadaan Terbungkus dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 29 - 5 - 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RI 0 FICARDO 

Diundangkan di Te1ukbetung
 
pada tanggal 29 - 5 - 2017
 

SEKRETARIS DAERAH PROVIN I LAMPUNG, 

Ir. S TONO MM
 
Pembi a Utama Madya
 

NIP. 19580728 198602 1 002
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR .. 2•••• 

(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (2/62/2017) 
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PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 2 TAHUN 2017
 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH 

I. UMUM 

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 188.34-3607 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Daerah, dan sesuai dengan Pasal 134

/ 

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
daerah, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pembatalan baik secara 
keseluruhan maupun sebagian materi muatan Peraturan Daerah Provinsi oleh 
Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur harus merubah Peraturan Daerah Provinsi. 

Bahwa beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, mengenai Tarif Retribusi 
Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya, serta Pengujian Kuanta Barang Dalam Keadaan Terbungkus, 
perlu dilakukan pembatalan. 

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut di naats, maka Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu 
dicabut dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEM~ PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

PasallI 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR•••.4.5.7. •.•
 


